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Penelitian ini berangkat dari semakin maraknya konflik pengadaan tanah di Indonesia,
meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur mengenai tata cara dan
mekanisme pengadaan tanah seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan ketentuan UUD 1945. Dalam praktiknya, pengadaan
tanah kerap menimbulkan persoalan serius, terutama terkait ganti kerugian yang dinilai
tidak layak, lemahnya perlindungan terhadap hak-hak rakyat, serta munculnya konflik
antara masyarakat dan pemerintah. Keberadaan aparat kepolisian dalam proses
pengadaan tanah sering menimbulkan pertanyaan, sebab meskipun polisi memiliki
fungsi penegakan hukum dan menjaga ketertiban, realitas di lapangan memperlihatkan
bahwa aparat kerap melakukan tindakan represif terhadap masyarakat, sebagaimana
terjadi pada berbagai kasus seperti Wadas, Kulon Progo, Kertajati, Wajo, dan Karalloe.
Kondisi tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana
kewenangan aparat kepolisian dalam penanganan kasus pengadaan tanah serta apakah
tindakan represif tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah tindakan
kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanganan kasus
pengadaan tanah merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta untuk mengetahui dan
memahami bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kewenangan aparat
kepolisian dalam konteks tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
preskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah untuk menelusuri dinamika
lembaga kepolisian serta pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis
ketentuan yang menjadi dasar kewenangan aparat. Tipe penelitian yang digunakan
adalah penelitian kekaburan norma, yaitu penelitian terhadap norma yang sudah ada
tetapi masih menimbulkan makna yang tidak jelas dalam implementasinya.

Hasil penelitian terhadap rumusan masalah Pertama menunjukkan bahwa kepolisian
memang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus pengadaan tanah sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, SKEP Kapolri Nomor
B/3022/X11/2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009, dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Kewenangan tersebut meliputi
penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, mediasi sengketa, serta tindakan lain
yang bertanggung jawab menurut hukum. Namun demikian, penelitian menemukan
bahwa dalam praktiknya kewenangan tersebut kerap disalahgunakan. Berbagai kasus
pengadaan tanah menunjukkan bahwa aparat kepolisian justru melakukan intimidasi,
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kriminalisasi, dan tindakan represif terhadap masyarakat yang menolak pengadaan tanah
atau ganti rugi yang tidak layak. Dengan demikian, tindakan tersebut merupakan bentuk
penyalahgunaan kewenangan dan tidak sesuai dengan tugas kepolisian sebagali
pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Adapun hasil penelitian terhadap rumusan masalah Kedua menunjukkan bahwa secara
yuridis, prosedur penyelesaian kasus pertanahan yang ditangani kepolisian seharusnya
melalui mekanisme administratif, mediasi berdasarkan SKEP Kapolri mengenai
Alternative Dispute Resolution (ADR), serta penyidikan apabila terdapat unsur pidana.
Namun fakta empiris menunjukkan bahwa prosedur tersebut tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Dalam berbagai kasus, aparat kepolisian tidak berperan sebagai mediator
netral, melainkan sebagai pihak yang melakukan tekanan agar masyarakat menerima
pengadaan tanah. Tindakan represif, intimidasi, penggunaan aparat bersenjata, hingga
kriminalisasi menjadi pola yang sering muncul dalam praktik penanganan kasus
pertanahan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum progresif, yang
menekankan bahwa hukum seharusnya melindungi dan menyejahterakan masyarakat,
bukan sebaliknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian
kasus pertanahan oleh kepolisian belum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah tindakan kekerasan
dan refresif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanganan kasus pengadaan
tanah adalah penyalahgunaan kewenangan dan untuk mengetahui dan memahami
bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur terkait kewenangan aparat
kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang
bersifat perspektif analitis yaitu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai
keadilan, validitas aturan konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum guna
memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ialah pendekatan sejarah (historical approach) dan
pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, Kewenangan Kepolisian
terhadap kasus pengadaan tanah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002, SKep Kapolri Nomor Polisi: B/3022/X11/2009, Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 30 ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedua, Bahwa dalam prosedur
penyelesaian kasus pengadaan tanah, pihak kepolisian sering menyalahgunakan
wewenang yang mereka miliki. Banyak terdapat kasus yang memperlihatkan pihak
Kepolisian melakukan intimidasi dan tindakan represif terhadap masyarakat yang tidak
menyetujui kesepakatan pengadaan tanah.

Kata kunci: Kewenangan, Kepolisian, Pengadaan Tanah
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